PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KEADAAN BERHALANGAN TETAP DITINJAU DARI EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN (Studi Kasus Kabupaten Grobogan) by AMNA, MUCHAMAD ALYASA
 
 
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH 
DALAM KEADAAN BERHALANGAN TETAP DITINJAU DARI 
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN 
(Studi Kasus Kabupaten Grobogan) 
 
Penulisan Hukum 
(Skripsi) 
 
Disusun dan Diajukan untuk 
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Oleh : 
Muchamad Alyasa Amna 
E0013277 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA 
2017  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
MOTTO 
 
“Ikhtiar, berdoa, dan tawakkal.” 
 
“Semangat.” 
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ABSTRAK 
 Muchamad Alyasa Amna, NIM E0013277, Pelaksanaan Pengisian 
Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Keadaan Berhalangan Tetap Ditinjau 
dari Efektivitas Pemerintahan (Studi Kasus Kabupaten Grobogan), Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian hukum ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengisian 
jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap ditinjau dari 
efektivitas pemerintahan.. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan 
berhalangan tetap terkesan dibiarkan berlarut-larut di Kabupaten Grobogan. Wakil 
kepala daerah berperan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah dalam keadaan berhalangan sementara.  
 Penelitian hukum menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan 
pendekatan konseptual. Data primer berupa data yang diperoleh dari Pemerintah 
Kabupaten Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan. Bahan sekunder berupa 
data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, jurnal, skripsi/tesis, media massa, dan bahan dari internet serta sumber 
lain yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan 
wawancara terhadap narasumber/responden dan studi kepustakaan. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian 
jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap sangat berkaitan 
dengan efektivitas pemerintahan. Selanjutnya apabila kepala daerah dalam 
keadaan berhalangan tetap, wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala 
daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk dalam 
pengambilan kebijakan yang hanya dapat dilaksanakan oleh kepala daerah. Tidak 
dilaksanakannya pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan 
berhalangan tetap tentunya berkaitan dengan efektifitas pemerintahan. 
Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Efektivitas Pemerintahan  
 
 
ABSTRACT 
 Muchamad Alyasa Amna, NIM E0013277, implementation of filling the 
position of deputy head of region in Permanent Persistence Reviewed From 
Government Effectiveness (Grobogan District Case Study), Faculty of Law, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 This legal research aims to analyze the implementation of filling the 
position of deputy head of the region in the absence of permanent views of the 
effectiveness of government. Filling the position of deputy head of the region in 
the absent state still impressed left protracted in Grobogan District. The deputy 
head of the region shall exercise the duties and authority of the regional head if 
the regional head is temporarily unavailable. 
 Legal studies use this type of empirical research. The approach used is the 
approach of legislation, case approach and conceptual approach. Primary data 
are data obtained from Grobogan District Government and Grobogan Regency 
DPRD. Secondary materials in the form of data obtained from literature 
materials, legislation, journal, thesis / thesis, mass media, and materials from the 
internet and other related sources. Data collection techniques used are interviews 
with resource persons / respondents and literature study. 
 From the research results can be concluded that the implementation of 
filling the position of deputy head of the region in a state of absence remains 
closely related to the effectiveness of government. Furthermore, if the head of the 
region is in a state of absence, the deputy head of the region as the executor of the 
duties of the regional head can carry out the duties and authority of the regional 
head, including in policy making which can only be implemented by the regional 
head. The absence of filling the position of deputy head of region in a state of 
absolute still of course related to the effectiveness of government. 
Keywords : Charging Position, Deputy Head of Region, Government 
Effectiveness  
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